GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Monimbang : a. bahwa untuk mclaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Perangkat Dacrah dan berdasarkan Surat
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Nomor
002/732/DP3AP2KB-01/2020 Perihal Usulan Nama
Pejabat sebagai Kumsa Penguna Anggaran (KPA)
Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu
menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pernmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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' U"dﬂnE-Undang' Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri:l'ltahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 310);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 41);
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9. Per
Taha:umn Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4
& N 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
anja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

g;';ggamn 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
u Tahun 2020 Nomor 4);

10. Peraturan Qubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor
437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor
641);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 69 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2020 Nomor 723); '

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Riau Dalam Pelaksannan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran
Keputusan ini.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU mempunyai tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja.

2. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
barang/jasa kepada pimpinan instansinya.

3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan yang berada di bawah bidang tugasnya.

4. Melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab
pengguna anggaran yang telah dilimpahkan
kepadanya sesuai dengan tuges pokok dan
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KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Sallnan
Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada™&
15
2.
3

4,

fungsinya.

S. Melakukan pembinaan  dan  pengawasan
Pelaksanaan program dan kegiatan yang berada
dalam kewenangannya.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau
melalui Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2021,

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januarl 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Lamplran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor ! 16 Tahun 2071
‘Tanggal i 4 Januagy 20:1

Kuagy PENGauUN, ANGOARAN

. MPy
DALAM PELAKg KELUARGA py, AN, PERLINDUNGAN ANAK, PERGENDALIAN PERDUDUK DAN
o ANGGARAY p RENCANA PROVINGI KEPULAUAN RIAU
ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[ o—
No| TAIIUN ANGOARAN 2021
[~—
1 b et Nk KUASA PENGHUNA ANGOARAN
J
nm‘n r
Perangkat Dacrah dan Evalusal Kinerja Nama : Dra. ROZALENI, MT
Penyusunan Doy NiP 19660825 199203 2 013
et = P'-'mtn Perencannan Perangkal Dacrah (Pangkat/Gol. : Pembina Tkl (IV/b)
- Koordinasi de tnyusunan Dokumen RKA-8KI'D Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan
, Pt Penyusunan Laporan Capainn Kinerja Perempuan, Perlindungan Anak,
s Mesit Wt oot
2. Adminlstrasi o R t Kinerja SKPD Pengendallan Penduduk dan Keluarga
Keuangan Porangkat Daerah Berencana Provinsi Kepulauan Riau

* Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
‘) Alchir Tahun SKPD
3. Adminlstraal Barang Millk Daerah pads Perangkat
Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasl Kepegawalan Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daernh
- Penyediaan Komponen Instalasi Lisurik/Penerangan
Bangunan Kantor !
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor '
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
O - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan l'erundang-
undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuliasi
SKPD |
: 6. Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya i
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah '
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Dasarah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Binya Pemeliharaan,
Pajak das Perizinan Kendarnan Dinas Operasional
ntau Lapangan
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KUASA PENGQUNA ANGOARAN

3 S

Hak Anak
pada Lem .
s ; baga Pemerintah, Non Pemerintah,
an Dunia Usah
Euatan dan pe * Bk P
i ngembangen Lembaga Panyadia
Penlngkatan Kualites Hidup Anak
Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

10. Pn“

Kewenangan Provinsi
11. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan
para Plhak Lingkup Daerah Provinsl dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUQ) pada
lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsl
. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayuan Perempuan Bidang Politik, Hu
Sosial, dan Ekonomil pada Organisasl Kemasywrakatan

Kewenangan Provinsl
. Sosialisasi Peninghkatan Partisipasi Perempuan
di Bidang Politik, Hulum, Sosial dan Ekonomi

kum,

C) Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peninghkatan

Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Laysnan Pemberdaysan Perempuan Kewenangan
Provinsl
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Pravinsi
4. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan
kenetarann gender (KG) dan Hak anak Kewenangan
Provinsl
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga
untuk Mewujudkan KO dan Perlindungan Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Nama

NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan

: SANDRAWATI, 8.50s, M.51

. 19630908 198503 2 002

: Pembina (iV/a)

: Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan [PKHP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau
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ey KUASA PENJGUNA ANGGARAN
J

= ; Kabupaten /Kota
e e
Provinsi dan Lintas D"""“ﬂ et by
e ﬂfr?h lt:abupalzntxuln
ingkronisasi Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi
6. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsl
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Penyediaan Kebutuhan spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi
G. 7. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Mellbatkan
para Plhak Lingkup Daerah Provinal dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekrrasan
terhadap Anak Kewenangan Provinsi
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